
 
 
 
 
 

 

BUPATI KEEROM  
    PROVINSI PAPUA 

 

PERATURAN BUPATI KEEROM 
NOMOR  31 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEEROM, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Anggaran 2023, 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023; 
 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3688), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
20Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3988); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129); 
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
43); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 
Di Wilayah Provinsi Papua; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 No. 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6061); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

39. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk  Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 60); 

40. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah; 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib 

Administrasi pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik; 
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

52. Peraturan Menteri Keungan Nomor 76/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 

Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41);  

53. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Tugas Pembantuan Urusan Bidang Pendidikan 
Menengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita 

Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 40);  
54. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2017 
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tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Keerom, (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2017 

Nomor 1);  
55. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lemberan Daerah 
Kabupaten Keerom Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 88);  
56. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023); 

57. Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 341); 
58. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023                      
(Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2023) 

59. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2023) (Berita Daerah 
Kabupaten Keerom Nomor 340); 

60. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 
61. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran 
Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan; 
62. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-3 Tahun 2023 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Keerom Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati 

Keerom tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

63. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 - 17 Tahun 2023 
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Keerom Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Keerom tentang Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI KEEROM TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
 

Pasal 2 



- 8 - 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 

sebesar Rp 922.913.512.324,00 bertambah sebesar Rp 106.520.029.288,83 
sehingga menjadi Rp 1.029.433.541.612,83 dengan rincian sebagai berikut: 

 
a.  Pendapatan Daerah 

 1) Semula .....................................................  Rp 930.913.512.324,00 

 2) Bertambah ...............................................  Rp 89.126.549.000,00 
  Jumlah Pendapatan Daerah Setelah .........  Rp 1.020.040.106.324,00 

  Perubahan 

b.  Belanja Daerah 

 1) Semula .....................................................  Rp 922.913.512.324,00 
 2) Bertambah ...............................................  Rp 106.520.029.288,83 

  Jumlah Belanja Daerah Setelah  Rp 1.029.433.541.612,83 
  Perubahan 

Surplus/defisit  Rp (9.393.435.288,83) 

c.  Pembiayaan Daerah 

 1. Penerimaan Pembiayaan 
   a) Semula ...............................................  Rp 0,00 

   b) Bertambah ..........................................  Rp 16.393.435.288,83 
    Jumlah penerimaan pembiayaan 

    Setelah Perubahan ..............................  Rp 16.393.435.288,83 

 2. Pengeluaran Pembiayaan 

   a) Sebelum Perubahan ............................  Rp 8.000.000.000,00 
   b) Berkurang...........................................  Rp (1.000.000.000,00) 

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  Rp 7.000.000.000,00 
    Setelah Perubahan 

 Jumlah pembiayaan netto Setelah  Rp 9.393.435.288,83 

 Perubahan 
  

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

 
a. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi  Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek,  Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja danPembiayaan; 
 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati Keerom ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 
 

Ditetapkan di Arso 
             pada tanggal 5 Oktober 2023 

 
   BUPATI KEEROM, 

CAP/TTD 

  PITER GUSBAGER 
 

Diundangkan di Arso 
pada tanggal 6 Oktober 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM 
                       CAP/TTD 

             TRISISWANDA INDRA N. 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR 371 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
   KEPALA BAGIAN HUKUM  

 
 

 
     PREGUSTINA DUMA 

 NIP. 19810314 200605 2 002 
  
 


